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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak 

Menurut Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Adapun dua Fungsi pajak menurut Waluyo (2010) yaitu:  
 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak 

dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih 

tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang 

mewah.  
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2.2 Pemungutan Pajak  

Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(2007) arti Pemungutan adalah suatu proses, cara, perbuatan memungut. 

Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. Di negara-negara 

hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di 

Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A Amandemen Undang-

Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 

keperluan negara diatur dengan undang-undang. Atas dasar undang-undang 

dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke 

pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan 

kontraprestasi yang langsung. 

Menurut Waluyo (2010) Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi: 

a. Official Assessment System  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang.  

Ciri-ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus. 

2) Wajib pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 
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b. Self Assessment System 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. 

c. Withholding System  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak.  

 

2.3 Penerimaan Pajak  

Sudut pandang ekonomi menilai pajak sebagai salah satu penerimaan negara 

yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor 

pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak dari 

tahun ke tahun akan semakin besar, berbanding lurus dengan peningkatan 

ekonomi masyarakat. Penerimaan pajak adalah masuknya pembayaran utang-

utang pajak Wajib Pajak ke dalam Kas Negara.  

Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan pajak mempunyai 

peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber 

utama penerimaan negeri untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan nasional. Menurut Waluyo dan Wirawan dalam Listyaningtyas 

(2012) dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara untuk 
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mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor 

penggerak ekonomi masyarakat. 

Peran penerimaan pajak semakin signifikan dalam pendapatan negara, 

untuk itu upaya yang sudah dimulai di bidang ini perlu ditingkatkan. Salah satu 

upaya tersebut adalah melalui upaya penegakan hukum (law enforcement) yang 

terdiri atas pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.  

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun 2009 Pasal 1, pengertian penerimaan pajak adalah semua 

penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan 

internasional. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) 

disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak 

dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.  

Penerimaan pajak dalam negeri dapat berupa penerimaan Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), pendapatan dari BPHTB, cukai, dan penerimaan pajak lainnya. 

Sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional dapat berupa pendapatan 

bea masuk dan pendapatan pajak dari pungutan ekspor.  
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2.4 Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar  

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 161/PJ./2001, Wajib 

Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor 

Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari 

15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib 

Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.  
Menurut Poernomo (2003) dalam http://www.pajakonline.com, Sesuai 

dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk 

mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan 

Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal 

atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP); Disamping melalui KPP atau KP4, pendaftaran NPWP juga dapat 

dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media 

elektronik on-line (internet).  

Fungsi NPWP adalah:  

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 

2. Sebagai identitas Wajib Pajak 

3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi 

perpajakan 

4. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan 

Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat 

langsung lainnya, seperti: sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit 
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pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke 

Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening 

Koran di bank-bank.  

NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 

sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak 

dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk 

memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau KP4 

dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi 

yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui e-

register. (Poernomo, 2003) 

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. (Suwardi, 2012)  

Syarat-syarat pendaftaran Wajib Pajak sebagai berikut: 

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dokumen yang diperlukan hanya berupa 

Fotokopi KTP yang masih berlaku dan Kartu Keluarga   

2. Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain: 

a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;  

b. Fotokopi KTP Pengurus; dan  

c. Surat Ketetapan Kegiatan Usaha dari Lurah.   
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Kepada Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling 

lambat pada hari kerja berikutnya dan Kartu NPWP diberikan paling lambat 3 

(tiga) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Perlu diketahui 

masyarakat bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas tidak dipungut biaya 

apapun.  

Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang 

dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP, KP4, atau dapat pula dilakukan secara 

online melalui e-register. Dalam rangka pengukuhan sebagai PKP tersebut maka 

akan dilakukan penelitian setempat mengenai keberadaan dan kegiatan usaha 

yang bersangkutan. Dengan dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas 

penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan Faktur 

Pajak (Poernomo, 2003). 

Menurut Waluyo (2011), setiap dokumen perpajakan sebagai contoh: 

Surat setoran pajak (SSP), faktur pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), harus 

mencantumkan NPWP yang dimiliki. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri 

untuk mendapatkan NPWP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.  

Menurut Suwardi (2012), Hak wajib pajak yang lain adalah memohon 

penghapusan NPWP apabila sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib 

pajak. NPWP dihapuskan karena hal-hal sebagai berikut: 
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1. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak 

memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan 

2. Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena 

penghentian atau penggabungan usaha 

3. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat 

perjanjian pemisahan harta dan penghasilan 

4. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di 

Indonesia. 

Penghapusan NPWP dilakukan melalui verifikasi atau pemeriksaan. 

Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal utang pajak telah dilunasi atau hak 

untuk melakukan penagihan telah daluwarsa. Penghapusan NPWP juga dapat 

dilakukan dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang pajak namun tidak dapat atau 

tidak mungkin ditagih lagi, antara lain disebabkan pertama Wajib Pajak orang 

pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak 

mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan, atau kedua Wajib 

Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi (Suwardi, 2012 dalam 

http://www.bppk.depkeu.go.id). 

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atau verifikasi 

harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam 

jangka waktu enam bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau dua belas bulan 

untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara 
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lengkap. Apabila jangka waktu enam bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 

dua belas bulan untuk Wajib Pajak badan telah terlampaui dan Direktur Jenderal 

Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan NPWP 

dianggap dikabulkan. Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan, 

maka Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan 

NPWP dalam jangka waktu paling lambat satu bulan setelah jangka waktu enam 

bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau dua belas bulan untuk Wajib Pajak 

badan berakhir . 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syahab (2008) 

menyimpulkan bahwa secara parsial Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriani dan Saputra (2009), 

mempunyai hasil bahwa variabel jumlah WP OP terdaftar secara signifikan 

berpengaruh terhadap besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. 

Tanda positif (+) dari koefisien, telah sesuai dengan teori yang ada, yaitu jika 

terdapat penambahan jumlah WP OP akan meningkatkan penerimaan Pajak 

Penghasilan orang pribadi. 

Berdasarkan kajian teori dan tujuan penelitian ini, maka dapat 

dirumuskan hipotesis:  

Ha1: Penambahan jumlah wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan 

pajak.  
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2.5 Pemeriksaan Pajak  

Hampir semua sistem perpajakan mengatur tentang kemungkinan dapat 

dilakukannya penelitian dan pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang 

diterima dari Wajib Pajak, karena masih ditemukan beberapa SPT yang diisi oleh 

Wajib Pajak berisi kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Oleh 

karena itu, hendaknya peraturan perundang-undangan perpajakan menetapkan 

suatu struktur yang memungkinkan semua SPT yang diterima dari Wajib Pajak, 

dapat diteliti dan diperiksa.  

Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk: 

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan  

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan (Suhartono dan Ilyas, 2010). 

Menurut Suhartono dan Ilyas (2010) Pemeriksaan adalah serangkaian 

kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-

undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka fokus dari 

pemeriksaan pajak adalah pada kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan Self 

Assessment system. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan karena terdapat 

kecurigaan dari Fiskus terhadap kebenaran Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) 

yang disampaikan Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggung-
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jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan 

tentang pemenuhan pembayaran pajak yang akan dilaksanakan sendiri dalam 

tahun pajak.  

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib 

Pajak, namun karena keterbatasan tenaga pemeriksaan tidak dapat dilakukan 

terhadap semua Wajib Pajak. Tujuan Pemeriksaan menurut Peraturan Menteri 

Keuangan 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan adalah sebagai 

berikut:  

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat 

dilakukan dalam hal Wajib Pajak: 

a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, 

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; 

b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi; 

c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi 

melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran; 

d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, 

atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau  

e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi 

berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan 

adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
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2. Tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka: 

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; 

b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; 

c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

d. Wajib pajak mengajukan keberatan; 

e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan 

Neto; 

f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; 

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; 

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; 

i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; 

j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu 

kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; 

dan/atau 

k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran 

Pajak Berganda. 

Menurut Suhartono dan Ilyas (2010) Produk Hukum Pemeriksaan adalah: 

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang 

terutang tidak atau kurang bayar. 
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2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau 

jumlah pajak yang telah di bayar lebih besar daripada jumlah pajak yang 

terutang 

3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau 

jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau 

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran 

pajak.  

4. Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

Diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan 

jumlah pajak terutang. Penerbitan SKPKBT dengan syarat sebelumnya telah 

terbit ketetapan pajak (SKPKB, SKPN atau SKPLB) untuk tahun atau Masa 

Pajak yang sama.  

5. Surat Tagihan Pajak (STP)  

Diterbitkan untuk menagih sanksi perpajakan yang terkait keterlambatan 

pembayaran atau pelaporan SPT, dan pembuatan Faktur Pajak yang tidak 

sesuai ketentuan perpajakan.  

Objek pemeriksaan menurut Krisbianto (2007), pada umumnya adalah 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan/atau SPT Masa beserta lampiran-

lampirannya. Lampran-lampiran SPT meliputi Laporan Keuangan, Daftar 

Perhitungan Penyusutan/Amortisasi Fiskal, Surat Setoran Pajak (SSP), dan lain-
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lain. SPT dan lampiran-lampirannya akan menjadi tolak ukur kepatuhan Wajib 

Pajak.  

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan DJP, maka 

dikeluarkan laporan pemeriksaan pajak, yaitu laporan tentang hasil pemeriksaan 

pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan 

pemeriksaan. Laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi 

Kurang Bayar, Lebih Bayar, atau Nihil dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau 

tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan.  

UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan 

pemeriksaan yaitu: 

1. Apabila Hasil Pemeriksaan Terdapat Pajak Kurang Dibayar 

a. Jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau 

berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai 

dengan diterbitkannya SKPKB 

b. PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih 

pajak atau seharusnya dikenai tarif 0% dikenakan sanksi administrasi 

berupa kenaikan sebesar 100%, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.  
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2. Wajib Pajak Tidak Memenuhi Kewajiban Pemeriksaan (Suhartono dan Ilyas, 

2010:54).  

Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga 

tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak dalam 

SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu: 

1. 50% untuk PPh Badan dan/atau Orang Pribadi 

2. 100% untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan PPN dan 

PPnBM   

Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta 

denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan 

paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar apabila 

termasuk kategori tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 UU KUP  

Hasil penelitian oleh Sari dan Afriyanti (2012) menyimpulkan bahwa 

secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Denpasar Timur periode 2004-2008.  

Menurut hasil penelitian Listyaningtyas (2012) mempunyai hasil 

perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan 

mempunyai efektivitas sebesar 110,03% (2009), 104,35% (2010), dan 105,02% 

(2011) yang termasuk dalam kriteria sangat efektif.  

 

Pengaruh Penambahan..., Evelyn Sucihati, FB UMN, 2014



29 
 

Berdasarkan kajian teori dan tujuan penelitian ini, maka dapat 

dirumuskan hipotesis:  

Ha2: Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. 

 

2.6 Penagihan Pajak  

Tindakan penagihan pajak merupakan salah satu bagian dalam kerangka sistem 

pelaksanaan UU pajak agar tujuan penerimaan pajak bisa dan berjalan dengan 

baik. Oleh karenanya setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif sesuai 

sistem self assessment yang dianut UU. Kondisi ideal di atas ternyata tidak 

sepenuhnya berjalan baik. Masih cukup banyak Wajib Pajak yang selalu 

berusaha menghindari pajak. 

Manusia pada dasarnya memang tidak suka membayar pajak apalagi 

pajak yang telah dibayar tidak mereka rasakan langsung manfaatnya. Jika terjadi 

kondisi demikian, maka tindakan penagihan merupakan satu-satunya jalan agar 

rencana penerimaan yang ditetapkan dalam APBN bisa terealisasi atau tidak 

terganggu.  

Dimaksud dengan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar 

Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan 

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 

1 angka 9 UU No. 19 tahun 2000). 
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Kedudukan penagihan pajak dalam sistem perpajakan menurut Suhartono 

dan Ilyas (2010): 

1. Sesuai sistem self assessment, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk 

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

Sedangkan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan 

pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. 

2. Apabila berdasarkan pemeriksaan diperoleh pajak yang kurang dibayar 

dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan 

Pajak (STP). 

3. Jumlah pajak yang kurang dibayar tercantum dalam SKPKB, SKPKBT dan 

STP harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan. 

4. UU KUP mengatur mengenai: 

a. Wewenang Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak 

dengan surat paksa apabila jumlah utang pajak tercantum dalam SKPKB, 

STP, dan SKPKBT tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak; 

b. Hak dan kewajiban Wajib Pajak atas penagihan pajak 

Menurut Suhartono dan Ilyas (2010:80) Dasar penagihan pajak adalah: 

1. Surat Tagihan Pajak (STP); 

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); 

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); dan 
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4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 

Urutan Proses penagihan pajak menurut Suhartono dan Ilyas (2010) sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 
Proses Penagihan Pajak  

Urutan 
Tahapan 

Kegiatan Penagihan 
Waktu  

Pelaksanaan Kegiatan 
Dasar Hukum 

1 
Penerbitan Surat 
Teguran atau Surat 
Peringatan atau Surat 
lain yang sejenis  

 7 (tujuh) hari sejak saat 
jatuh tempo utang pajak 
penanggung pajak tidak 
melunasi utang pajaknya 

Pasal 8 s.d. 11 
Permenkeu Nomor 
24/PMK.03/2008 

2 
Penerbitan Surat 
Paksa 

Setelah lewat 21 hari sejak 
diterbitkannya surat 
teguran/ Peringatan dan 
penanggung pajak tidak 
melunasi utang pajaknya 

Pasal 7 UU Nomor 
19/2000 dan pasal 15 
s.d. 23 Peraturan 
Menteri Keuangan 
Nomor 
24/PMK.03/2008 

3 
Penerbitan Surat 
Perintah 
Melaksanakan 
Penyitaan 

Setelah lewat 2 x 24 jam 
Surat paksa diberitahukan 
kepada penanggung pajak 
dan utang pajaknya belum 
dilunasi 

Pasal 12 UU Nomor 
19/2000 

4 
Pengumuman Lelang  Setelah lewat waktu 14 

(empat belas) hari sejak 
tanggal pelaksanaan 
penyitaan dan penanggung 
pajak tidak melunasi utang 
pajaknya  

Pasal 26 Peraturan 
Menteri Keuangan 
Nomor 
24/PMK.03/2008 

5 
Penjualan/Pelelangan 
Barang Sitaan 

Setelah lewat waktu 14 
(empat belas) hari sejak 
pengumuman lelang dan 
penanggung pajak tidak 
melunasi utang pajaknya 

Pasal 26 UU Nomor 
19/2000 dan Pasal 28 
Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 
24/PMK.03/2008 
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Menurut Suhartono dan Ilyas (2010:81), Surat teguran diterbitkan setelah 

adanya utang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak. 

Timbulnya utang pajak sebagai berikut: 

1. STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi 

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

2. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka Waktu 

pelunasan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.  

3. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka 

waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 

penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 

4. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan 

sehubungan SKPKB/SKBKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh 

sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.  

Menurut Suhartono dan Ilyas (2010:81), Pelaksanaan Surat Paksa diterbitkan 

apabila: 

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh 

tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran 
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2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan 

sekaligus 

3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.  

Pemberitahuan Surat Paksa Pajak dilakukan oleh Jurusita dengan 

persyaratan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang 

dituangkan dalam berita acara. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk 

menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi 

utang pajak menurut peraturan perundang-undangan dengan objek sita adalah 

barang penanggung pajak yang dapat dijadikan utang pajak. Lelang adalah setiap 

penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan 

atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.  

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 

dilaksanakan oleh Jurusita kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal 

jatu tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, 

Masa Pajak, dan tahun pajak.  

Menurut Suhartono dan Ilyas (2010), Pencegahan adalah larangan yang 

bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah 

negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap 

penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 

Rp100 juta, dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Jangka 
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waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk 

selama-lamanya 6 (enam) bulan. 

Penyanderaan dalam rangka penagihan pajak merupakan salah satu upaya 

penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu 

kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu yaitu 

rumah tahanan negara yang terpisah dari tahanan lain. Penyanderaan merupakan 

upaya terakhir penagihan pajak. Kadaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun 

dihitung sejak Surat tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan.  

Hasil penelitian Syahab dan Gisijanto (2008), menyimpulkan bahwa 

Penagihan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak 

Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat. Sedangkan 

hasil penelitian menurut Vegirawati (2011) menunjukkan  korelasi jumlah 

penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan pajak mempunyai korelasi 

yang signifikan. 

Berdasarkan kajian teori dan tujuan penelitian ini, maka dapat 

dirumuskan hipotesis:  

Ha3: Penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.  
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2.7 Kepatuhan Wajib Pajak  

Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(2007) arti kepatuhan adalah ketaatan: pimpinan negara meminta dari setiap 

warganya. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana 

wajib pajak patuh mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

(Rustiyaningsih, 2011). Menurut Devano (2010) yang dikutip dari Luh (2006) 

dalam Rustiyaningsih (2011) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran 

pemenuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam 

situasi sebagai berikut:  

1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan 

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 

3. Menghitung jumlah pajak dengan lengkap dan jelas 

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya 

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan 

material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat 

Pembaritahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 30 April. Apabila 

wajib pajak telah melaporkan SPT PPh Tahunan sebelum atau pada tanggal 30 

April maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya 

belum tentu memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan 
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jiwa undang-undang perpajakan. Ketentuan material dapat meliputi kepatuhan 

formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang 

mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai 

dengan ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 

dalam (Rustiyaningsih, 2011), wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib 

pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis 

pajak dalam dua tahun terakhir 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak  

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU 

KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, 

koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang 

terutang paling banyak 5%. 

d. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh 

akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat 

dengan pengecualian  

Menurut Francies (1994) dalam Suhendra (2010) untuk mencapai target 

pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat 

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi 

peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suhendra (2010) mempunyai 

hasil bahwa secara parsial antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat 

pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada 

kantor pelayanan pajak. Jadi semakin patuh wajib pajak badan dalam melaporkan 

dan melunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkatkan 

penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak.  

Hasil penelitian oleh Sari dan Afriyanti (2011) menyatakan bahwa secara 

parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak 

penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Denpasar Timur periode 2004-2008.  

Berdasarkan kajian teori dan tujuan penelitian ini, maka dapat 

dirumuskan hipotesis:  

Ha4: Tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan 

pajak.  
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2.8 Pengaruh Secara Simultan Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan 

Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap 

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Suhendra (2010) yang dimana 

Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel independen, Pemeriksaan Pajak sebagai 

variabel moderator, dan Pajak Penghasilan Terutang sebagai variabel kontrol 

secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan 

penerimaan pajak penghasilan badan. Menurut penelitian Sari Dan Afriyanti 

(2011) menyatakan bahwa secara simultan Kepatuhan Wajib Pajak dan 

Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak 

penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan.  

Hasil penelitian Syahab dan Gisijanto (2008), menunjukkan bahwa 

Penagihan Pajak dan Surat Paksa pajak secara simultan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama 

Kanwil DJP Jakarta Pusat. Penelitian yang dilakukan oleh Syahab (2008) 

mempunyai hasil bahwa Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan 

Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar sebagai variabel independen 

Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebagai variabel dependen secara 

simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan Pada KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta 

Selatan.  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Saputra (2009) 

mempunyai hasil bahwa WPOP yang terdaftar, Jumlah SSP yang diterima, 

Ekstensifikasi Wajib Pajak, Ratio Pencairan Tunggakan Pajak secara simultan 

berpengaruh cukup signifikan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi.  

Berdasarkan dasar-dasar teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah 

dijelaskan sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis : 

Ha5: Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan 

Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

terhadap Penerimaan Pajak.  
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2.9 Model Penelitian  

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat dalam latar belakang 

penelitian, maka dapat dibuat model penelitian seperti berikut: 

Gambar 2.3 

Model Penelitian 

Variabel Independen 

 

 

Variabel Dependen 

 

                                                                                                 

                                                                                                  

 

 

 

 

Keterangan :  

: berpengaruh secara parsial 

: berpengaruh secara simultan 

Penambahan Jumlah Wajib 

Pajak (X1) 

Pemeriksaan Pajak (X2) 
 

Penagihan Pajak (X3) 
 

Kepatuhan Wajib Pajak (X4) 

 

 
Penerimaan Pajak (Y) 
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